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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NUMOR 7% TAHUN 1960
TENTANG
PENJEMPURKAAN KEPUTUSAN PRESILEN REPURBLIK INDONE-
STA MNOMOR 132 TAHUN 1067

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa atas dasar pengalaman-pengalaman jang poesitif di-
bidang integrasi fungsi-fungsi Pertahanan Keamanan, bailk
dalam segl pokok-pokok organisasi maupun dalam segi pro-
sedur kerdjanja, dipandang perlu menjempuriakan Xeputu-
san Presiden Republik Tndonesia Komor 132 tahun 1867 ten-
tang Perubahan Pokﬁkwpakok Organisasi dan Prosedur Bidang
Pertahanan Keamanan, untuk disesuaikan dengan djalannja
Perdjuangan Nasional Indonesia.

1. Pasal 4 ajat (1) jo Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
Nemor XXIV/MPRS/10366;

3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1%61%;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 132 tahun
1967;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor G52 tahun
1960

» Menteri Pertzhanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata
Republik Indonesia.

4 E M U T U 8§ K A N

: MENJEMFURNAKAN KEPUTUSAN PRESIDEN RTPUBLIK INDONESIA NO-
MOR 132 TAHUN 1867,

POKOK-FOKOX ORGANISASI DAN PROSEDUR DEPARTEMEN PERTAHANAN
DAN KEAMANAN (DISEMPURNAKAN] SEBAGAI BERIKUT
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PENDAHNHDLOAN
Fasal 1.

Maksud dan Tudjuan

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk menjempurﬁakan
Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan -
Keamanan sebagai tertjantum dalam Keputusan Presiden Nomor-
132 tahun 1967, agar

a. Dapat digunakan sebagai landuasan dan pedoman dalam Pe-
nentuan kebidjaksansan-kebidjaksanaan, percentjanaan- pe-
Tentjanaan, penjusunan organisasi, pengendalian kegla -
tan-kegiatan dan pengambilan tindakan-tindakan dalan Per-
tahanan Keamanan/Angkatan Bersendjata Republik Indonesia
sehingga tertjapal pelaksanaan jang tegas darl Doktrim -
HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan Angkatan Bersendjata -
Republik Indonesia serta penjelenggaraan administrasi se-
tjara tertib dan teratur;

b. Dapat memenuhi kebutuhan organisasi modern dengan memper-
hatikan keseimbangan antara fakter-faktor manusia, fisik
materiil dan tugas.

Pasal Fi

Pengertian-Pengertian

Pengertian istilah-istilah jang dipakai dalam Pokok-pokok
Organisasi dan Prosedur Departemen Pertahanan Keamanan  ini
terdapat dalam lampiran 3 Keputusan Presiden ini.

E A B e
Tugas FOKOK

FPasal B
Tudjuan HANKAMKAS

Dalam rangka Pemevintahan Umum Negara Republik Indonesia,
fungsi Pertahanan Keamanan Nasiomal, jang selandjutnja dising-
kat dengan HANKAMNAS, merupakan salah satu fungsi utama Peme-

 rintahan Kegara jang chusus ditudjukan kepada tertjapainja

keamanan .....
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keamanan PBangsa dan Negara serta keamanan Perdjuangan Nasional
dalam rangka Kstahanan Nasional, berlandaskan Pantja Sila, Dba-

ik dalam aspek MNasional maupun Internasicnal.

Pasal 4.
Tugas Pokok Departemen

FPertahanan Xeamanan

{1}. Untuk mentiapai tudjuan jang dimaksudkan dalam Pasal 3
Eeputusan Presiden ini, maka fungsi Pertahanan Keamanan
pada dasarnja diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan
Keamanan jang bertugas pokok menjelenggarakan tuntunan
kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiaztan HANKAMNAS dan
Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia,

(2). Tuntunan kebidjaksanaan dan pembinaan kegiatan-kegiatan
HANKAMNAS dan Kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik In-
donesia jang dimaksud dalam ajat (1) Pasal ini, diseleng-
garakan sctjara koordinatif-fungsionil terhadap semua ke-
 giatan-kegiatan Negara dan Masjarakat untuk mengamankan
Perdjuangan, mempertahankan Negara, serta melindungl rak-
jat pada umumnja dan setjara integratif strukturil tetrha-
L. dap Angkatan Bersendjata Republik Indonesiz dan Badan-ba-
dan HANKAM lainnja.

B & R T 1-d5,
FUNGSI-FUNGSI DEPARTEMEN PERTAHANAN
KEAMANAN
FPasul 5.
Umum

Untuk menjelenggarakan Tugas Pokek jang dimaksud dalanm
Pasal 4 Keputusan Presiden ini, Depar#emen Pertahanan Keamanan
mempunjai dan wenjelenggarakan fungsi-fungsi utama, fungsi-fupg-
si organik, fungsi-fungsi teknis, fungsi kekaryaan dan fungsi

chusus,

Pazal 6.
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Pasal 6,
Fungsi-fungsi Utama

Fungsi-fungsi Utama meliputi

Pembentukan suatu kekuatan NAKKAMNAS jang terdiri dari

a.
potensi AL.B.R.I. sebagai inti, dan po;ensi—potensi Na-
sienal lainnja.

L. Pemeliharaan dan peningkatan Ketahanan Nasional dise -
gala bidang, berdasarkan kesaduran tjara pendekatan ke-
amanan.

c. Integrasi intra-A.B.R.I. dan integrasi antara A.B.R.I.
dengan Rakjat dalam rangka sistim Pertahanan Keamanan
Rakiat Scmesta.

d. Ikut ssrta dalam Perdjuangan Nasional guna mentjapai
Tudjuan Nasional.

e. Ikut serta dalam penjelenggaraan Hubungan Internasional
dibidang [IANKAM dalam rangka ikut melaksanakan keterti-
ban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian aba-
di dan keadilan scosial.

Pasal T
Fungsi-fungsi Organik,
(1) . Fungsi-fungsi Organik meliputi
a. Operasi dalam artl luas.
b. Administrasi dalam arti luas.
¢, Penelitian dan Pengeombangan.
(2). Fungsi-fungsi Organik tersebut ajat (1) Pasal ini di-

tudjukan kepada

a, Pembinaan A.B.E.T.
b. Pembinaan potensi-potensi HANKAM lzinnja.
¢. Pembinaan sistim HANKAMRATA jang integral.
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Fasal 8.

Fungsi-fungsi Teknis

Fungsi-fungsi Teknis meliputi

. a. Pembinaan kekuatan A.B.R.I., jang terdiri dari Angkatan

Parat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian Repu -
biik Indonesia dan Badan-badan HANKAM lainnja, termasuk
Badan-badan Pelajanan Teknis dan Administratif HAKKAM,

b. Pembinaan kekuatan Perlawanan dan Keamanan Rakjat.

. Bantuar teknis pembinaan serta pengawasan Pertahanan S5i-
Pil. '
d, Pembinzan Satuan-catuan Operasionil HANKAM jang disusun

berdassrkan kewilajahan dan fungsi.

Pasal &,

Fungsi Kekaryaan

Fungsi Kekaryasan adalahhfungsi pembinaan Kekaryaan dan
Katyawan A,.B,R.I. sebagai kekuatan sosial dalam rangka iku:
serta men’elesaikan Pefdjuangan Nasional mentjapal tudjuan-
nja.

Pasal 10,

Fungsi Chusus

Fungsi chusus adalah fungsi-fungsi lainnja dalam rangka
HANKAMNAS, jang tidak termasuk dalam fungsi-fungsi utama,
fungsi-fungsi organik, fungsi-fungsi teknis dan fungsi Ke-
karyaan.

B s B £
STRUKTUR QRGAKISASE
Pasal 11.

Umumn
{1}. Jang termasuk dalam pengelompokan DEPHANKAM adalah

4. Menteri HANKAM/PANGAB, disingkat MENHANKAN/PANCASB;
b. Wakil PANGAB, disingkat WAPANGAB;
©. 57af HANKAM:
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d. Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian

Repubhlik Indonesia;
eg. Badan-badan Pelaksana Fusat;

f. Komando-komandeo Utama Uperasionil;

~g. Badan-badan lain jang diperlukan guna mzmenuhi ke-

butuhan chusus,

{Z). Sesuai dengan pengelompokan secbagai dimaksudkan dalam
ajat (1) Pasal ini, DEPHANKAM dibagi dalam tingkat-ting-

kat dan Eselom-eselon sebagai berikut
a. Tingkat Departemental, jang terdiri dari

- Bselon Pimpinan;
- Eselon Staf,
- Eselon Angkatan;

- Eselon Felaksana Pusat:

b. Tingkat Operasionil, jang terdiri dari Komando-ko-

mando Utama Operasionil,

(3). Bagan strukturil DEPHANKAM dan Staf HANKAM adalah se-
bagaimana tertjantum dalam Igmpiran 1 dan 2 Keputusan

Presiden ini.

Pasal 125

Eselon Pimpinan

Eselon Pimpinan terdiri dari MENHANKAM/PANCAB dan WA-

PANGAB.
Pasal 15
Fselon Staf,

Eselon Staf terdiri dari
a, Staf Utama, jang meliputi

- Staf Umum, disingkat SUM;
- S§taf Departemental, disingkat SDEP; -
- Staf Kekaryaan, disingkat SKAR.
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Badan-badan 3taf lainnja, jang meliputl

-~ Staf Perentjanaan Umum, disingkat SRENUM;

- Inspektorat Djenderal, disingkat ITDJEN;

- Inspektorat Pengawas Keuangan, disingkat ITWASKU;
- Staf Pribadi, disingkat SPRI.

Pazal 14,
Eselon Angkatan

Eseleon Angkatan terdiri dari

- Angkatan Darat Republik Indonesia, disinpgkat ADRI;
. Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI;

Angkatan Jdara Republik Indonesiz, disingkat AURI:

Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI;

Pasal 15.
Eszclon Pelaksana Pusat

Eselon Pelaksana Pusat terdiri dari

Pusat Intelidjen Strategis, disingkat PUSINTELSTRAT;
Badan Pembekalan A.B.K.I., disingkat BABEXK A.B.R.I.;
Lembaga Pertahanan Nasional, disingkat LEMHANAS;

Lembaga Pendidikan Staf dan Komando Gabungan Sekolah

Stat dan Komando A.B.R.I., disingkat LEMDIKSKEJIGAR-SESKD

ABRI ;

.- Akademi A.B.R.I., disingkat AKADRI;
Pusat Penelitian dan Pengembangan, disingkat 2USLITBANG;

Pusat Tjacangan Nasional, disingkat PUSTJADNAS;
Perindustrian A.B.R.I., disingkat PINDABRI;

Pusat Kesehatan A.B.R.T., disingkat PUSKES ABRI;
Polisi Militer ABRI, disingkat POM ABRI:

Oditurat Djenderal ABRI, disingkat OTDJEN ABRI;
Kehakiman ABRT, disingkat KEII ABRI;

Survey dan Pemetzan ABRI, disingkat SURTA ABRI;
Badan Administrasi Veteran ABRT, disingkat BAMINVET,
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Fusat Pendidikan Djasmani ABRI, disingkat PUSDJAS
ABRI;

Fusat Sedjarah ABRI, disingkat PUSDJARAH ABRI;

Pusat Pembinaan Mental AEBRI, disingkat PUSBINTAL ABRI;

e
Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat, disingkat PUSWAN-

KAMEBA ;
Pusat Penerangan, disingkat PUSPEN;
Dinas Perhubungan, disingkat DISHUE,

Pasal L
Tingkat Operasionil

: (1). Tingkat Operasionil terdiri dari Komando-komandé Utama
i Operasionil HANKAM/ABRI jang bersifat gabungan dan meli-
. : -

i. puti
a. Komando Strategi Nasional, disingkat KOSTRANAS;
: b, Komando Pertahanan Maritim Nasional, disingkat KOHAN-
: MARNAS ; |
¢. Komande Pertahanan Udara WNasional, disingkat KOHANUD-
NAS;
*ﬁu d. Komando-komande Wilajah Pertahanan, disingkat XOWIL-

HAN -KOWILHAN .

{2}. Dalam kcadaan tertentu dapat dibentuk Satuan-satuan Tu-
gas Gabungan, disingkat SATGASGAB-SATGASGABR dan Satuan-

satuan Tugas lain menurut kebutuhan.

Pasal T
Stal Umum, 5taf Departemental dan
Staf Kekarvaan

(1}. Staf Umum meliputi

.
.
c.
d.

Staf Cabungan Intelidjen, discbut G-1/INTEL;
Staf Gabungan Operasi, disebut G-2/0P5:

S5taf Gabungan Personil, disebut G-3/PERS;
Staf Gabungan Logistik, disebut G-4/L0G;

o
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e, Staf Gabungan Teritorial, discbut G-5/TER;
f. Staf Gabungan Komunikasi dan Elektronika, disebut
G-6/KOMLEK.

Staf Departemental meliputi

Stzf Pembinaan Tenaga Manusia, disingkat BINMAN;
Stef Pembinaan Materiil, disingkat BINMAT;

S5tef Keuangan, disingkat Kl

Stel Pembinaan Pendidikan, disingkat BINDIK;

Stef Pembinaan Hukum, disingkat BINKUM;

Staf Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masjarakat,
disingkat BINKAMTIBMAS.

Fho B0 oo

Staf Kekaryazn meliputi

a. 5taf Pembinaan Sosial dan Politik, disingkat BIN-
S0SPOL;

b. Staf Pembinaan Karyawan, disingkat BINYAWAN;

Stat Pembinaan Operasi Bhékti, disingkat BINOPSBHAK.

]

Pasal 18.
Badan-badan Pelajanan Stafl

Badan-badan Pelajanan Staf terdiri dari

a. Sekretariat; '
b. Kerps Markas, disingkat KORMA.
n oA B V.
TIFGAS DAN PROSEDUR
Pasal 19,
Presiden
(1). Presiden adalah pemegang kckuasaan tertinggi atas Ang-

katan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, berdasarkan
Pasal 10 Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta atas Ke-
polisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 6 Undang-
undang Pokok Kepolisian Negara Nomor 13 tahun 1961,

(20 Pregiden o.ovu
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Presiden menentukan kebildjaksanaan Nasional jang ber-
sangkutan dengan uaspek-aspek HANKAMNAS dalam ruang ling-
kup Ketahanan Nasional sesuai Ketstapan-ketetapan Madjoe-
lis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang herlaku dan
dengan nenperhatikan Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Per-
djuangzn ABRI.

Dalam menentukan kehidjaksanaan jang tersebut pada ajat
{2) Pazal ini, Presiden dibantu oleh suatu Dewan Penase-

hat jang diatur dengan peraturan tersendiri,.

Pasal 0.
MENHANKAM/ PANGAB

Menteri HANKAM didjabat oleh Panglima AB.R.I, dan dise-
but Merteri HANKAM/Panglima A.B.R.I., jang selandjutnja
disipgkat dengan MENHANKAM/PANCAB.

MENHANKAM/PANGAD adalah pembantu Presiden dalam
a. Menjelenggarakan kekuasagn Presiden dalam mclakukan

pimpinan dan pembinaan tertinggl terhadap A.B.R.I,
dan bidang HANKAM:

b. Menentukan kebidjaksanaan HANKAM dan melakukan pe-
ngendalian atas A.B.R.I. dalam Didang-bidang operasi,

administrasi dan kckarvaan,

Dalam melaksanakan tugas terszebut dalam ajat (2) diatas
MENHANKAM/PANGAE dibantu cleh WAPANGAB, para Kepala Staf
Angkatan dan X¥epala Kepolisian Republik Indonesia.

MENHANKAM/PANCAB bertanggung djawab atas pelaksanazan tu-

~gasnja kepada Presiden.

Pasal 215
Wewenang MENHANKAM/PANGAB

Wewenang MENHANKAM/PANGAE selaku Pembantu Yresiden meli-
puti

a. FPenentuan
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4. Penentuan Kkebildiaksanaan pembinaan administratif da-
lam bidang-bidang tenaga manusiz, keuangan dan per-

bendaharaan, materiil dan metoda;

b. Perumusan kebidjaksanaan politik dan strategi HANKAM-
NAS:

c. Ponentuan kebidjaksanaan pembinaan teritorial HANKAM-
NAS;

d. Kemando dan pengendalian operasi dalam vangka peola
umun operasi Keamanan Palam Negeri, Pertahanan dan
Intelicjen Strategis;

¢. Pembinean Hukum dilingkungan HANKAM/ABRI;

t, Peguwbinaan Kekaryaan dan Karyawan ABRI,

Wewenang-wewenang seperti tersebut dalam ajat (1) Pasal
ini, dalam batas-batas tertentu dapat dilimpahkan oleh
MENIANKAM/PANGAB kepada para Kepala Staf Angkatan, Kepa-
la Kepolisian R.I. dan unsur-unsur Pimpinan dari Badan-
badan HANKAM lainnja, berdasarkan peraturan-peraturan hu-
kum atau dengan surat keputusan tersendiri.

Fasal 22,
WAPANGATE

Wakil Panglima A.B.R.I., jJang selandjutnja disingkat de-
ngan WAPANGAB, merupakan pembantu dan penasehst utama MEN-
HANKAM/PANGAB, dan bertugas kewadjiban melakukan pimpinan
sehari-hari terhadap Staf HANKAM, melaksanakar tugas-tu-

~gas lain jang dibebankan kepadania oleh MENHANKAM/PANGAB

dan mewakili PANGAB apabila ia berhalangan melakukan tu-
gas kewadjibannja.

Dalam pelaxsanaan tugasnja sehari-hari, WAPANGAB mengkoor-
dinasikan xegiatan-Kegiatan dibidang-bidang operasionil, de-
partemental dan kekaryaan, baik kedalam maupun keluar, serta
bidang-bidang jang meliputi masalah rutin lainnja,

{3). Sesuat ..,.......
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besuai dengan kebidjaksanaan jang digariskan oleh MEN-
HANKAM/PANGAB, WAPANGAB bertugas-kcewadjiban uatuk

a. Mengadakan pengolahan dan penelaahan untuk pelaksa-
naan menurut petundjuk-petundiuk dari MENIIANKAM/PANGAE,
serta mengadjukan pertimbangan-pertimbangan dan saran-
saran kepada MENHANKAM/PANGAB;

b. Perdaserkan rentjana-rentjana umum bidang HANKAM, me-
njelenggarakan perentjanaan, penjusunan, koordinasi
dan pengawasan tingkat pusat terbadap peladsanaan stra-
tegl pengamanan Baugsa, Negara dan Perdjuangan Nasional
sesual dengan pelitik dan strategi Nasional;

c. Memimpin dan mengkeerdinasikan kegiatan-kepiatan dalam
Staf HANKAM, scrta bertanggung diawab atas pengurusan
personil, materiil, hukum dan tata-tertib, serta ke-
uangan dilingkungan Staf HANKAM,

Dalam melaksanakan tugasnja, sebagaimazna jang tersebut da-
lam ajat (3) Pasal ini, WAPANGAB melimpahkan WewWenang ~wewe-
nang kepada para pimpinan dari Badan-badan Staf, Badan-ba-
dan Pelajanan Staf dan pedjabat-pedjabat lainnja menurut
bidangnja masing-masing.

Apabila WAPANGAB berhalapgan melakukan tugas-kewadjibannja,
maka ia diwakili gle¢h salah scorang Kepala Staf Angkatan

atau Kepala Kepolisian R.I. jang ditundjuk oleh MENHANKAM/
PANGASR,

WAPANGAB bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepa-
da MENHANKAM/DPANGAR.

Pasal &5
Stal Umum, Staf Departemcntal dan
Staf Kekaryaan

Dalam menjelenggarakan pimpinan DEPHANKAM, MEMNIARKKAM/ PANGAB
dibantu oleh Staf Umum, Staf Departemental (Ministeriil) dan
Staf Kekarvaan, lang masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf E
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Umum, disingkat KASUM, Kepala Staf Departcmental, dising-
kat KASDEP dan Kepala Staf Kekaryaan, disingkat KASKAR,

Ketiga KAS jang terschbut dalam ajat (1) pasal ini, bertu-

pas kewadiiban menjelenggarakan pimpinan Staf terhadap

bidang tugas masing-masing dalam rangka penjelenggaraan
tugas pokok DEPHANKAM, sebagai berikut

a. KASUM bLertugas-kewadjliban memimpin fungsi-fungsi serta
kegiatan-kegiatan perentjanaan, kootdinasi dan super-
visi staf jang diperlukan untuk penjelenggaraan tugas-
tugas MENHANEAM/PANGAB dalam bidang perentjanaan stra-
tegi s=rta komando dan pengendalian operasi-operasi
HANEAM;

b. KASDEP bertugas-kewadjiban memimpin fungsi-fungsi serta

kegiatan-kegiatan perentjanaan, koordinasi dan supervi-

si Staf Dbidang administrasi dalam arti lvas dilingkungan .

DEPIIANEKAM

c. KASKAR bertugas-kewadjiban memimpin fungsi-fungsi serta
kegiatan-keglatan perentjanaan, koordinasi dan supervisi
staf dibidang pembinaan terhadap aspek-aspek jang men-
njangkut pengendalian ABRI sebagai kekuatan sosial.

Apabila KASUM, KASDEP atau KASKAR bGerhalangan melakukan tu-

~gas kewadjibannja, maka masing-masing diwakili oleh salah

seorang Ketua Staf Gabungan atdu Asisten jang tertua, ke-
tjuall apabila MENHANKAM/PANGAB menentukan lain,

Tiap-tiap KAS bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnje
kepada MENHANKAM/PANGAB .

Pasal 24,
Staf Umumn

Staf Umum merupakan salah satu StafUtama dalam Staf HANKAB
Jang menjelenggarakan perentjanaan strategi HANKAMNAS, Koore
dinasi dan supervisi beaf, baik terhadap penjelenggaraan
Dperasi-cperasi HANKAM maupun terhadap pengembangan dan

Penggunaan .....
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penggunaan ABRI, Staf Umum djuga menjiapkan dan menge-
luarkan petundjuk-petundjuk operasionil kepada Angkatan-
angkatan, Yepolisian R.I.,, Komando-komando Utama Opera-
siunil dan badan-badan HANKAM lainnja, sesuail dengan ke-

butuhan penugasannja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersehut ajat (1) Pasal

ini Staf Umum

d

Mcnjiapkan rentjanz-rentjana dan petundjuk-petundjuk
untuk penjelenggaraan kegiatan-kegiatan HANKAM, ter-
masuk penjiapan dan pengeluaran petundjuk-petundjuk
operasionil dibidang HANKAM kepada Angkatan-angkatan,
Kepolisian R.I., Komando-komando Utama Operasionil

dan Badan-badan HANEAM lainnja, sesuail dengan kebutuhan
penugasannia.

. Menjiapkan rentjana-rentjana kebutuhan dan pelaksanaan

mobilisasi, penjiapan pasukan, logistik darn anggaran
jang terintegrasikan;

. Memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada MENHANEAM/PA-

¥GAB untuk pembentukan serta penjusunan Komando-komando
Utama Operasionil, SATGASGAB-SATGASGAS dan lain-lain
menurut kehutuhan, dan memberikan penugasan kepada Ang-
katan-angkatan dan Pol. R.I. untuk memberikan bantuan-

nja kepada satuan-satuan terschut.

- Mengadakan penelitian terhadap rentjana-rentjana scrta

program-program dan melakﬁkan supervisi staf terhadap
usaha-usaha pelaksanazannja oleh masing-masing Angkatan,
Polisi R.I., Komando-komando Utama Operasionil dan Ba-
dan-badan HAKKAM lainnja, scsuai dengan kebutuhan pe-
nugasannja.

. Mengadakan perkirazan-perkiraan dan penelitian-penelitian

terhadap kebutuhan personil dan logistik dalam hubungan-
nja dengan rentjana strategi dan ventjana logistik HAN-
KAM.

f. Menjiapkan=......
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Menjiapkan rentjana-rentjana dan petundjuk-petundjuk
untuk penjelenggaraan latihan-latihan gabungan sesual
dengan konsepsi strategi HANKAMNAS,

SUM meliputl Badan-badan Staf Gubungan jang masing-masing

dipimpin olch seorang Ketua 5taf Gabupgan, sebagai berikut

d .

li,

Ketua Staf Gabungan Intelidjen, disingkat ¥E-G.1/INTEL,
jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Unum dibidang
Penjelidikan, Pengamanan dan Penggalangan untuk semua
unsur DEPHANKAM jang berkepentingan;

Ketua fHtal Gabungan Operasi, disingkat KE-0.2/0P5, jang
menjelenggarakan fungsi-fungsi Stal Umum dibidang ope-

rasl organisasl dan latihang

Ketua Staf Gabungan Personil, disingkat KE-G.3/PERS,
jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang

personil;

Ketua 8taf Gabungan Logistik, dJdisingkat KE-G.4/L0G, jang
menjelengpavakan fungsi-fungsi Staf Umum dibidang Lo-
Eistik:

Ketua Staf Gabungan Teritorial, disingkat KE-G.5/TER
Jang menjelenggarakan fungsi-fungsi Staf Unum dibidang
pembinoan teritorizl HANKAMNAS:

Ketua Staf Gabungan Komunikasi dan Elektroaika, dising-
kat KE-G.6/KOMLEK, jang menjelenggarakan fungsi—fﬂngsi
Staf Umum dibidang XKomunikasi dan Elektronika guna me-
nundjang rentjana dan pelaksanaan operasi-operasi HAN-
KAM.

Tiap-tiap KE-G berTanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANCAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pasal FELe oo s

...... THRAR R s e e e HEE A
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Fasal s
Stat DBepartemental
Staf Departemental merupakan salah satu Staf Utama dalam
Staf HANKAM jang menjelengparakan perentjanaar, koordina-
sl ddn supervisl staf dalam bidang fungsi-fungsi departe-
mental dari DEPHANKAM.

Dalam vangka pelaksanaan tugas tersebut, dalam ajat (1)
Pasal ini, Staf Departemental menjelenggarakar fungsi-fung-
s1 administrasl dalam arti luas dari DEPHANKAN dibidang-
bidang pembinasn tenaga manusia, materiil, keuangan, pen-
didikan, hukum dan perundang-undangan, serta Keamanan dan
Ketertiban Masjarakat. '

Stat Departemental meliputi Badan-badan Staf, jang masing-

masing dipimpin oleh seorang Asisten sebagail terikut

a. Asisten Pembinaan Tenaga Manusia, disingkat ASBINMAN
Jjang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bkidang ad-
ministrasi dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pem-
binaan tenaga manusia, sistim mobilisasi/demobilisasi
dan keveteranan;

b. Asisten Pembinazan Materiii, disingkat ASBIKMAT, jang
menjelenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi
dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan mate-
riil; '

C. Asisten Keuangan, disingkat ASKUD, jang menjelenggarakan
fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam arti luas
dari DEPHANKAM mengenai keuangan;

d. Asisten Pembinaan Pendidikan, disingkat ASBINDIK, jang
menjelenpgarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi
dalam arti luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan pendi-
dikan;

e. Aslsten Pembinaan Hukum, disingkat ASBINKUM, Jang menje-
lenggarakan fungsi-fungsi staf bidang administrasi dalam
artl luas dari DEPHANKAM mengenai pembinaan Hukum dan
perundang-uddangan;

Fo Asistelsiany s
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€. Asisten Pombinaan Keamanan dan Ketertiban Masjarakat,
disingkat ASBINKAMTIBMAS, jang wmenjelenggarakan fung-
si-fungsi stal bidang administrasl dalam arti luas
dari DEPHANKAM mengenai pembinaan Keamanan dan Keter-

tiban Masjarakat,

Tlap-tiap AS dalam lingkungan Staf Departemental bertang-
gung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PA-
NGAB; dalam pelaksanaan tugas schari-hari ia dikoordina-
sikan oleh KASDEP,

Pasal 20.
Staf Kekarvaan

Stal Kekarysan merupakan salah satu staf Utamz dJdalam staf
HANKAM jang menjelenggarakan perentjanaan, Koordinasi dan
supervisl staf dalam fungsi-fungsi kekaryaan dari DEPHANKAM,
Jang meliputi fungsi pembinasn kekaryaan dan karyawan ABRI
sebagai kekuatan sosial dalam rangka ikut serta menjelesail-

kan Perdjuangan Nasional mentjapai tudjuannia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas terschut dalam ajat (1) Pa-
sal ini, Gtal Kekaryaan menjelenggarakan fungsi-fungsi

staf dibidang-bidang pembinaan sosial dan politik, karyawan
ABRI, serfa Operasi-operasi Bhakti, di¥ingkungan DEPHANKAM.

Staf Kekaryaan meliputi Badan-badan Staf, jang masing-ma-

sing dipimpin oleh seorang Asisten sebagail berikut

a. Asisten Pembinaan Soiial dan Politik, disingkat ASBIN-
SOSPOL, jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf pembi-
naan Kekaryaan ABRI sebagai kekuatan sosial.

b. Asister Pembinaan Karyawan, disingkat ASBINYAWAN, jang
menjelenpgarakan fungsi-fungsi staf dibidang pembinaan
karyawan-karvawan ABRI. '

¢. Asisten Pembinaan Opcrasi Bhakti, disingkat ASBINOPSBHAEK,
jang menjelenggarakan fungsi-fungsi staf dibidang pem-
binaan Operasi Bhakti.

(Y Tiade weeayss ouvs
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Tiap-tiap AS dalam lingkungan Stal Kekaryaan bertanggung-
djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAR;
dalam pelaksanaan tugas schari-hari ia dikoordinasikan
oleh KASKAR.

Pasal 2F

Staf Perentjanaan Umum

Stat Pereatjanaan Umum, disingkat SRCNUM, adalah suatu Ba-
dan Stal dalam Staf IANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGAB
dalam penjusunan rentjana-rentjana umum, termasuk rentjana

ANEEATan.

Dalem rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
SRENUM membantu MENIIANKAM/PAXNGAR dalam

a. Penjiapan dan pengeluaran rventjana-rentjani umum, tor-

masuk rentjana anggaran, dan organisasi,

b. Koordirasi dan sinkronisasi rentjana-rentjana, termasuk
rentjana anggaran, rentjana organisasi dan program-pro-
gram berdasarkan rentjana-rentjana umum jang telah dike-

luarkan;

c. Perumusan kebidjaksapdaan untuk kcgiatan-kegiatan peneli-

tian dan pengembangan,

SRENUM dipimpin olech Asisten RENUM, disingkat ASRENUM, jang
bertanggung djawab atas pelaksaznaan tugasnja kepada MENHAN-
EAM/ PANGAE .
Pasal 28,
Inspektorat Djenderal

Inspektorat Dlenderal HANKAM, disingkat ITDJEN, adalah su-
atu Badan staf dalam Staf HANKAM jang membantu MENHANEAM/
PANGAB dalam melakukan penilikan dan pengawasan umum ter-
hadap daja-guna dan hasil-guna daripada usaha-usaha dan
kegiatan-kegiatan DEPIANKAM dalam bidang-bidanz operasi,
administrazi dan kekaryaan, berdasarkan rentjana-rentjana,

program-progran dan nerma-normz jang berlaku.

{23 Dalam e
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Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal
ini, ITBJEN

4. Mengudakan penilikan-penilikan dan membuat laporan-
laporan tentang sal-hal jang mempengaruhi keadaan di-
siplin, kesiap-siagaan, daja-guna, hasil-guna dalam
rangka tugas DEPHANKAM,

b. Tkut serta memberikan bahan-bahan untuk penjusunan
rentjana-rentjana dan program-preogram kepada Staf HAN-
KAM.

ITRBJEN dipimpin oleh Inspektur Djenderal HANKAM, dising-
kat IRDJEN jang bertangpung djawab atas pelaksanaan tu-

~gasnja kepada MENHANKAM/PANGAR,

Pasal 20,

Inspektorat Pengawas Keuangan

Inspektorat Pengawas Keuwangan HANKAM, disingkat ITWASKU,
adalah suatu Badan staf dalum Stal HANKAM jang membantu
MENHANKAM/PANGAR dalam wenjelenggarakan pengawasan terha-
dap segnla kegiatan penguasaan dan pengurusan perbendaha-
raan negara dalam DEPHANKAM berdasarkan hukum jang berla-
ku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1} Pasal

ini ITWASKU

4. Membantu MENHANKAM/PANGAR dalam pengawasan penggunaah
anggaran belandja, keuangan, pertanggungan diawab dan
pengendalian intern, serta memberikan saran-saran ke-
pada MENIIANKAM/PANGAB mengensi pemakaian 5umbcr~§umber
keuangan jang adé;.

b. Mengawasi dilaksanakannja dengan tepat ketentuan-keten-
tuan jang termaktub dalam peraturan perundang-undangan
mengenai Perbendaharaan,

(3}. ITWASKU .......



e

FRESIDEM
REPUBELIK INDONESIA

x P u

(3). ITWASKU dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Keuangan, di-
singkat IT3WASKU, jang Dbertanggung djawab atas pelaksana-
an tugasnja kepada MENITANKAM/PANGAE.

Pasgl an.
Staf Pribadi

(1) . Staf Pribadi MENHANKAM/PANGAB, disingkat SPRI, adalah
suatu kelompek pembantu-pembantu dalam Staf HANKAM jang
langsung membantu setjara pribadi MENHANKAM/PANGAB dalam

melaksanakan tugasnja.

(2). SPRI bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnia kepada
MERIANKAM /PANGAE .,

Pasal 31.
Sekretariat

(1) . Sekretariat adalah suatu Badan pelajanan staf dalam Staf
MANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGAB dan Staf HANKAM da-
lam hal-hal korespondensi, dokumentasi dan fata usaha kan-

tor lainnja.

(2} . Dalam vangka pelaksanaan thgas tersebﬁt dalam zjat (1) Pa-
sal ini, Sekretariat dapat memperbantukan bagian-bagian,
kelompok-kelompok atau petugas-petugas tertentu kepada MEN-
HANKAM/PANGAE, WAPANGAB, KASUM, KASDEP, XKASKAR dan pddjabat-
pedjabat atau badan-badan lainpja dilingkungan Staf HANKAM .,

(3)]. Sekretariat dipimpin oleh Xepala Sckretariat, disingkat
KASET jang bertunggung djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGAL; dalam pelaksanaan tugas sehari-
harl 1a dikoordinasikan olch KASDEP.

Pasal Adx
Korps Markas

(1). Korps Markas, disingkat KORMA, adalah suatu Bedan pelaja-
nan stal dalam Staf HANKAM jang betugas kewacjiban menje-
lenggarakan pelajanan, perﬁwatan, Urusan Dalamr dan pengama-
nan dilingkungan Staf HANKAM dan Markas HANKANM,
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Dalam rangka pelaksanauzn tugas tersebut dalam ajat (1)
Pasal inj, KORMA melakukan keglatan-kegiatan dilingku-
ngan Stafl HANKAM sebagal berikut

a. Menjelenggarakan Urusan Dalam;
b, Merawat, memelihara dan membekali baik personil mau-
pun materiil;
c. Melajani kebutuhan angkutan, perumahan, pemondokan
~ dan pergudangan baik personil maupun materiil;
d. Menjelenggarakan perhubungan intern;
¢. Mcnjelenggarakan pengamanan balk personil maupun ma-
teriil;
f. Menjelenggarakan Urusan Protokol.
KORMA dipimpin oleh Komandan KORMA, disingkat DANKORMA,
jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepa-
da MENHANKAM/PANGAE; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
1a dikoordinasikan oleh KASDEP,

Pasal 33
Angkatan Bersendjata Republik Indonesia

Angkatan Berscndjata Republik Indonesi2 jang merupakan
Bagian Organik Departemen HANKAM terdirl dari

a. Angkatan Ferang Republik Indonesia, disingiat APRI,
jang meliputi '
- Angkatan Darat kepublik indonesia, disingkat ADRI.

- Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI.
- Angkatan Udara Republik Indonesia, disingkat AURI.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI,

Masing-masing Angkatan tersebut ajat (1) Pasal ini dipim-
pin clch scorang Kepala Staf Angkatan, dan Kepolisian R.I.
dipimpin oleh Kepala Kepolisian R.I.

(3). Setiap .......
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Setiap Angkatan dan Kepolisian R.I. berkewadjiban serta
bertanggung djawab untuk melaksanakan dan mengamankan ke-
bidjaksanaan dibidang HANKAM jang telah diputaskan dan
ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB.

Lalam rangka pembinaan kekuatan HANKAMNAS dengan ABRI se-
bagal intinja, tiap-tiap Angkatan dan Kepolisian R.I, me-
laksanakan tugas pembinaan Angkatannja masing-masing sesual
dengan kebidjaksanaan MENHANKAM/PANGAB, fang antara lain
meliputi

Pengporganisasian, pendidikan, latihan dan pelengkapan;
Pengadaan dan pemeliharaan Sarana-satana;

Penjiapan anggaran;.

Pengembangan taktik dan teknik serta sistim sendjata:
Security; ;

Lo "R Y & P o N

Penjiapian komponen-komponen tgrmasuk pemberian bamtuan
logistix dan administrasi dalam rangka Kemando Gabu-

ngan.

Selain tugas-tugas jang tersebut dalam ajat (4) Pasal ini,
kepada Angkatan-angkatan dan POLRI  dapat diberikan tu-

. gas-tugas chusus, partisipasi dalam kegiatan-kesgiatan Operas:

Bhakti dan Kekaryaun ABRI sesual dengan ketentuan-ketentuan
dari MENHANKAM/PANGAB,

PFara Kepala 5taf Angkatan dan Kepala Kepolisian R.I. ber-
tanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHAN-
KAM/PANGAR.

Pasail 34,
Angkatan Darat Republik Indonesia

ADRIE bertﬁgas dan bertangguny djawab untuk mendukung ke-
bidjaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan
terhadap Kegiatan-kegiatan ADRI dibidang-bidang sebagai-
mana tersebut dalam pasal 33 ajat (4) puna pelaksanaan
tugas-tugas HANKAM setjara tepat dan berlandjut.

(2). ADRI ...........
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ADRY dapat diberi tugas-tugas chusus, partisipasi dalam
kegiatan-keglatan Operasi Bhakti dan Kekaryaan ABRI, sesu-
al dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB .
Pasal a5,

Angkatan Laut Republik Indonesia
ALRL bertugas dan bertanggung djawab untuk mendukung ke-
bidjaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan
terhadap keglatan-kegiatan ALRI, termasuk Korps Komando
dan Fenerbangan Organiknja, dibidang-bidang sebagaimana
tersebut dalam pasal 33 ajat (4) guna pelaksanaan tugas-
tugas HANKAM setjara tepat dan berlandjut.

ALRI dapat diberl tugas-tugas chusus, parvtisipasi dalam
kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaan ABRI, se-
suai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKIM/PANGAB.

Pasal GG
Angkatan Udara Republik Indonesina

AURI bertugas dan bertanggung djawab untuk mendukung ke-
bidjaksanaan HANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan
keudaraan dibidang-bidang sebuagaimana tersebut dalam pa-
zal 33 ajat (4], guna pelaksanzan tugas-tugas HANKAM se-
tijara tepat dan berlandjut.

AURI dapa: diberi tugas-tugas chusus, partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaan ABRI, se-
suai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAD,
Pasal =i
Kepolisian Republik Indoncsia

POLRT bertugas dan bertanggung djawab sebagal Alat Negara
Penegak Hukum, terutama dibidang Keamanan dan Ketertiban
masjarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun

1961 dan Keputusan Presiden Republik Indoncsia Nomor 52
tahun 1969,

(L) Dalabeseigpsn g
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PDalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal
ini, POLRI berkewadjiban untuk mcndukung kebidjaksana-
an IIANKAMNAS dengan menjelenggarakan pembinaan tcerhadap
kegiatan-kzgiatan POLRI dibidang-bidang jang diperlukan

Cguna pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian,

POLRI dapat diberi tugas-tugas chusus, partisipasi ddlam

kegiatan-kegiatan Operasl Bhaktl dan Kekaryaan ABRI, se-

sual dengan ketentuan-ketentuan dari MENITANKAM/PANGAB.
Pasai. 34,

Badan-badan Pelaksana Pusat

Badan-badan Felaksana Pusat adalah Badan-badan pelaksana

tingkat DEPHANKAM jang menjelenggarakan pembinaan, kegiatan-

kegiatan Staf dzn/atau pelaksanaan fungsi-fungsi deagan ruang
l1inglup HANKAM/A BRI diluar Kegiatan-kegiatan Angkatan dan me-

liputi Badan-bacan scbagaimana tersebut dalam pasal 15 Keputusan

Fresiden ini.

(2 ).

(2).

(8

Fasal : 38,

Pusat Intelidjen Strategis, disingkat PUSINTELSTRAT, adalah
Badan Pelaksana Pusat dalam DLPHANKAM jang melaksanakan pe-
njelenggaraan kegiatan kegiatan Tntelidjen strategis bagi
MENIIANKAM /PANGAR,

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dalam zjat (1) Pa-
$al ini PUSINTELSTRAT

a. Menjelenggarakan pengumpulan dan pengkadjian bahan-bahan
intelidjsn Stratcpis, untuk MENHANKAM/PANGAR:

b. Menjelepggarakan fungsi penggalangan_gﬁna kepentingan HAN-
KAM ;

€. Menjelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dengan badan-
badan intelidjen lainnja.

PUSINTELSTRAT dipimpin olech Kepala PUSINTELSTRAT disingkat
KAPUSINTELSTRAT, jang bertanggung djawab atas palaksanaan
tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari ia dikoordinasikan oleh KASUM,

Pasal 40, .....

i .__..._\_.__‘.,.,?,*_'____"‘_,_,w T
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Fazal 410
Jdadan FPembekalan ABRI

Badan Pembekalan ABRI, disingkat BABEK ABRI, adalzh Badan
Pelaksana Pusat dolam DEPHANKAM jung menjclenggavakan pem-
binaan dibidang pembekalan Rekal Umum untuk ABRI,

Nalam rangka pcelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini
BABEK ABRI

a. Menjelenggarakan pengaturan dan melsksanakan penghitu-
ngan kebutuhan, pengadaan/pembelian, penimbunan dan dis-

tribusi pemeliharaan dan kenservasi Bekal Umum ABRI

b. fkut serta dalam mengadakan penglitian dan pengembangan
perbekalan, baik untuk mentjapai standarisasi jang mak-
simal maupun untuk mentjapail daja-guna dan hatsil-guna

jang sebesar-besarnja.

BABEK ABRI dipimpin ole¢h Kepala BABEK ABRI, disingkat KABA-

BEX ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksaraan tugasnja

kepada MENH&EKAMKFANGﬁB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
ia dikoordinasikan oleh KASUM. |

Pasal 41,

Lembaga Pertahanan Wasional

Yembaga Pertahanan Nasional, disingkat LIEMHARAS, adalah su-
atu Badan P:laksana Pusat dalam DEPHANEAM, jang bertudjuan
membantu MENHANKAM/PANGAE dalam usaha mentjapai, memperting-
g1 dan memelihara Ketahanan Nasional dengan djalan membina
terwudjudnja integrasi dan kerdjasama dalam pengerahan dan

penggunaan segenap unsur kekuatan dan potensi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
LEMHANAS

a. Mengadakan pengkadjian setjara ilmiah dan intensip dalam
bidang-bidang ideclogi, pelitik, ekonomi, sosial-budaja,
agama, militer, 1lmu pengetahuan, teknologi dan enginering
jang merupakan unsur-unsur pokok daripﬁda Politik dan stra--
tegl Ketahanan Nasional, |

b. Mengadakan .....
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b. Mengadakan penelitian dan pengembangan konsep-konsep Ke-
tahanan dan Pertahanan Nasional setjara terus menerus
sesuai dengan ruang lingkup keadaan dan kemacjuan dalam
hidang ideoclogi, falsafah politik, ekonomi, rochani, so-
sial-budaja, militer, 1lmu pengetshuan dan engineering. '

¢, Mengadakan psnjadjlian pertimbangan mengenai Ketahanan dan
Pertahanan Nasional pada Pemerintah dan Lembaga-lembaga

Kemasjarakatan jang memerlukannja.

d. Menjelengyarakan konsultasi tentang keterangan-keterangan,
saran-saran dan pertimbangan-pertimbangun dalum bidang

Yetahanan dan Pertahanan Wasional,

(3). LEMIIANAY dipimpin oleh Cubernur LEMIANAS, disingkat GUBLEM-
HANAS, Jjang Dertanggung djswab atas pelaksanaan tugasnja ke-
pada MENHANEAM/PANGAE; dalam pelaksanaan tugés scghari-hari
la dikeoordinasikan oleh KASDEP,

Pazal dz.
Lembaga Pendidikan Stal dan Komando Ga-
bungan/tekolah Staf dan Komando ABRI

(1). Lembaga Pendidikan S5taf dan Komando Gabungan/Sekolah Staf dan
Komando ABRI, disingkat LEMDIKSKOGAR/SESKO ABRI, adalah suatu
Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang menjelenggarakan
pendidikan guna mempersiapkan pedjabat-pedjabat teras AERI
untuk tugas-tugas kemando dan Staf didalam kesatuan/markas/
lembaga jang bersifat Antar Angkatan/Gabungan dan sebagai pem-
bina dalam bidang Kekaryaan ABRI.

(2). Dalam rangka pelaksanuan tugas terscbut ajat (1) Pasal ini,
LEMDIKSKOGAB/SESKD ABRI

a. Menjelenggarakan pendidikan tertinggi bagi Perwira-perwira
terpilih jang merupakan pendidikan djabatan.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan, merumus- :
kan dan mengudji doktrin-doktrin gabungan maupun HANKAMNAS
dan Perdjoangan ABRI,

(3}. LEMDIKSKOGAB/SESKO ABRI dipimpin oleh Komandan Djenderal LEM-
DIKSKOGAB/SESKO ABHI, disingkat DANDJEY LEMDIKSKD;ﬁBHSESKD ABRT,
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jang bertanggung djawab atas pelaksunaan tugasnja kepada
MENIANKAM/FARNGAB ; dalam pelaksanaan tugas sehari - hari
ia dikoordinasikan oleh KASDEER.

Fasal 43.
Akademi ABRI

Akademi ABRl disingkat AKABRI, adalah suatu Badan Pelaksana
Pusat dalan DEPHANKAM, jang melaksanakan pembentukan pradju-
rit jang mempunjai hakat, hasTat serta ketjakapan untuk men-
djadi perwira djabatan ABRI.

Dalam rangka pelaksanzan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini
AKABRT ¢ :

a. Menjelenggarakan pendidikan dan latihan setjara akademis

jang diperlukan bagi perwira-perwira djabatan ABRI ;

b. Menjelenggarakan pembentukan mental sehingga menghasilkan
manusia-manusia paripurna jang berdjiwa, bermental dan
bermoral Pantja Sila, Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit,

c. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan jang serasi

dengan pelaksanaan tugasnja dan pembinaan alumni AXABRI.

AKABRI dipimpin oleh Komandan Djenderal AKABRI, disingkat
DANDJEN AKABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tu-
gasnja kepada MENHANKAM/PANGAE ; dalam pelaksanaan tugas selar
hari ia dikoordinasikan cleh KASDEP,

Pazal 44,

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pusat Penelitian dan Pengembangan, disingkat PUSLITBANG, ada-
lah suatu Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang melak-
sanakan penjelenggaraun penelitian, pengembangsn dan pengudjia
bidang-bidang sistim sendjata teknologis, sistim scndjata so-:
sial dan sistim administrasi jang pada azasnja bersifat umum
antar Angkatan/Cabungan dalam DEPHANKAM,

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
PUSLITBANG |
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. Menjelenggerakan penclitian, penilaian dan analisa, pengudjian

dan pertjobtaan, dari Doktrin HANKAMNAS, dan Doktrin Perdjuang-
an ABRI ;

. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan terhadap sistim-

sistim sendjata teknologi sosial dan kekaryaan ABRI ;

. Mengadakan penelitian, penilaian dan analisa terhadap sistinm

administrasi, untuk mentjapai normalisasi jang maksimal dalam
sistim administrasi DEPHANKAM

. Menjelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengudjian

dan pertjobaan terhadap djenis-djenis materiil tertentu, baik
jang konvensionil maupun jang non-konvensionil jang diperguna-
kan oleh HANKAM/ABRI, untuk tertjapainja standarisasi maksimal
dengan daja-guna dan hatsil-guna jang sebazik-baiknja ;

- Merumuskan rentjana termasuk anggaran beajanja dan program bagi

kegiatan-kegiatan litbang dan pengudjian.

PUSLITBANG dipimpin oleh Kepala PUSLITBANG, disingiat KAPUSLIT

BEANG, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada
MENHANKAM/PANGAE ; dalam pelaksanaan tugas schari-hari ia dikoor-

dinasikan oleh EKASUM.

Pasal 45
Fusat Tjadangan Nasional

Pusat Tjadangan Nasional, disingkat PUSTJADNAS, adalah Badan Pe-
laksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang menjelenggarakan perumusan
kebidjaksanaan umum dibidang pembinaan Tjadangan ¥asicnal dengan

segala unsur-unsurn}a serta mengendalikan pelaksanaannia,

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini PUS-
TJADNAS menjelenggarakan koordinasi dalam pengerahan, Penjedia-
an tenaga pendidikan dan latihan, penugasan dan demobilisasi
Tjadangan Nasional, '

PUSTJADRAS dipimpin oleh Kepaula PUSTJADNAS, disingkat KAPUSTJAD-
NAS, jang bertanggung dJdjawab atas pelaksanaan tugasnja kepada

MENHANKAM/PANGAE; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordi-

nasikan oleh KASDEF.

Pasal A6 . e e
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Paszal 46 .
Perindustrian ABR1

Perindustrian ABRI, disingkat PINDABRI, adalah suatu Badan
Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, Jang menjelenggarakan pe-
rentjanaan dan program produksi materiil bagi ABRI, jang dapat
dilakukan oleh badan-badan produksi, baik jang berada didalam
maupun diluar DEPHANKAM.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
PIMDABRI

a. Merentjanakan, termasuk perentjanaan anggaran belandja, dan
membuat program mengenail produksi materiil AEBRI jang telah
ditentukan eleh MENHANKAM/FPANGAB.

b. Memelihara dan mengembanglkan kemampuan perindustrian ARRI.

c. Mengkoordinasikan badan-badan produksi ABRI untuk mendapat-
kan daju-guna dan hatsil-puna jang maksimal,

PINDABRI dipimpin olch Kepala PINDABRI, disingkat KAPINDABRI,
jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MEN-
HANKAM/PANGAB: dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoor-
dinasikan oleh KASDEP.

Pasal 47,
Fusat Kesehatan ADRRT

Pusat Kesehatan ABRI, disingkat PUSKES ABRI, adalah suatu Ba-
dan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang membantu MENHANKAM/
PANGAB dalam mervmuskan kebidjaksanaan umum/pokek dibidang pem-
binaan kesehatan ABRI, psychologi, dan menjelenggarakan pembi-
naan rumah sakit-rumah sakit ABRI, serta menjelenggarakan pen-
didikan keachlian kesehatan,

Palam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Fasal ini,
PUSKES ABRI

2., Menjelenggaralan perumusan Rentjana termasuk anggaran biaja
dan program-program dibidang pembinaan keschatan ABRI;
b. Menjelenggarakan Rumahsakit-rumah sakit Pusat ABRI; . -

c. Menjelenggarakan koordinasi dan sinchronisasi terhadap ke-
giatan lembaga-Jlembaga kesehatan lainnja jang diperlukan un-
tuk pelaksanzan tugasnja;
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d. Menjelenggarakan pendidikﬁh_keachlian kesehatar;
¢. Menjediakan keterangan-keterangan teknis ilmiah jang diper-
lukan dibidang pembinaan Keschatan ARBRI,

PUSKES ABRI dipimpin oleh Kepala PUSKES ABRI, disingkat KAPUS-
KES ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanéan tugasnja ke-
pada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia
dikoordinasikan oleh KASDEP.

Pasal 18,
Polisi Militer AEBRI
Polisi Militer ABRI, disingkat POM ABRI, adalah suatu Badan Pe-
laksana Pusat cdalam DEPHANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGABR da-
lam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dalam bidang pembinaan
Kepolisian-militer, melaksanakan fungsi pencgakan hukum ABRI dan

menjelenggaraksn pengamanan Presjden R.I. beserta keluarganja.

Dalam rangka pelaksanaan tugas terscbut ajat (1) Pasal ini, POM
ABRI

a. Menjelenggarakan perumusall rentjana-rentjana termasuk anggarsn
biaja dan program-program dibidang pembinaan kepolisian mili-
ter ABRI; | -

b. Menjelenggarakan pembinaan teknis kepolisian militér terhadap
unsur-unsur Polisi Militer di Angkatan-angkatan dan di Komando-
komando Utama Operasionil, termasuk pendidikannja;

c. Menjelenggarakan pengamanan Presiden R.I. beserta keluarganja;

POM ABRI dipimpin oleh Kepala POM ABRI, disingkat KAPOM ABRI,

Jang bertangguny djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/
PANGAB; dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ia dikoordinasikan

cleh KASDEE.

Pasal 9.
Oditurat Djenderal ABRI

Oditurat Djenderal ABRI, disingkat OTDJEN ABRI, adalah Badan Pe-
laksana Pusat delam DEPHANKAM, jang membantu MENIANCAM/PANGAB da-
lam merumuskan kebidjaksanaan umum/pokok dibidang keodituran ABRI
dan merupakan Badan Penuntut Umum tertinggi dalam DEPHANKAM bagi
anggauta ABRI. |
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(2}. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal
ini, OTDJEN ABRI
a. Menjelenggarakan perumusan rentjana-rentjana termasuk
anggaran biaja dan- program-program dibidanz pembinaan
keodituran ABRI;

b. Menjelenggarakan pelaksanaan kebidjaksanaan dalam bi-
dang penuntutan perkara jang menjangkut anggauta-ang-
gauta ABRI;

c. Menjelenggarakan nasehat dan saran kepada MEKHANKAM/PA-
NGAB delam bidang penuntutan perkara;

d. Menjelenggarakan pengawasan teknis hukum terhadap se-
luruh kegiatan pcernuntutan perkara dilingkungan ABRI;

e. Menjelenggarakan pengawasan terhadap PENEZEUNAAN Wewe-
nang penjerahan perkara dan wewenang pemerLksaan pen-
dahuluan dilingkungan ABRI,

{3). OTDJEN ABRI dipimpin oleh Qditur Djenderal ABRI, disingkat :
ORDJEN ABRI, jang bertapggung djawab atas peclaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGAR; dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari ia dikecovdinasikan oleh KASDEP.

Pasal 50 .
¥ehakiman AERT

{1}). Kehakiman ABRI, disingkat KEH ABRI, adalah Badan Pelaksana
Fusat dalam DEPHANKAM jang membantu MENHANKAM,PANGAE dalam
merumuskan kebidjaksansan umum/pokok dibidang pembinaan per-
adilan dalam lingkungan DEPHANKAM dan nen;elenggarakan pem-
binaan, peradilan militer, serta menjelenggarakan pendidikan
keachlian hukum militer. '

(2}. Dalam rangks pelaksansan tupgas tersebut ajat {1} Pasal ini,
ELII ABRI

4. Menjelenggarakan perumusan rentjana¥rentjana termasuk
anggaran biaja dan program-program dibidang pembinaan
peradilan militer;

e,
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b. Menjelenggarakan pengawasan terhadap Badan-badan Per-
adilan Militer:

¢. Menjeleoenggarakan rumab-rumah pendjara militer;:

d. Menjelenggarakan pendidikan kcachlian hukum militer.

KEH ABRI dipimpin oleh Kepala KEH ABRI, disingkat KAKEH
ABRI, Jjang berﬂangguﬁg djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGAER; dalam pelaksanaan tugas sehari-
hari 1a dikeordinasikan oleh KASDEP,

Pasal 51.

Survey dan Pemetaan ABRI

Survey dan Pemetaan ABRI, disingkat SURTA ABRI, adalah
adan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang menjelengga-
rakan pembinaan teknlis dilidang survey dan pemetaan, jang

terutama ciperlukan bagi kepentingan HANKAMNAS,

Dalam rangka Pelaksanaan tugas tersebut ajat [lj Pasal
ini, SURTA ABRI

a. Menjlapkan rentjana-rentjana termasuk rentjana anggaran

biajanja dan program-program survey serta pemetaan;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi terhadap Badan-badan
Topografl, Hidrografi, Aerial Survey serta lain-lain
Radan Survey dan Pasmetaan ABRI.

SURTA ABRI dipimpin olch Kepala SURTA ABRI, disingkaf Kp-

SURTA ABRI, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tu-

gasnja kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas

schari-hari ia dikoordinzsiksn oleh KASUM.
Fasal S
Badan Administrasi Veteran ABRI

Badan Administrasi Veteran ARBRI, disingkat BAMINVET, ada-
lah Badan Felaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang membantu
MENHAKKAM/PANGAB dalam menjclenggarakan perumusan kebidjak-

sanaan umul dibidang pembinaan administrasi keveteranan
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serta welaxsanakan administrasi keveteranan dalam arti sempit:

(2). Dalam rangxa pelaksanaan fugas tersebut ajat (1) Pasal inmji,
BAMINVET 2

a. Menjelenggarakan perumusan dan pengembangan keblidjak-
sanaan pembinaan administrasi keveteranan serta melak-

sanakan administrasi kevetecranan dalam arti sempit,

b. Menjediakan segala keterangan dibidang pembinaan admi-
nistrasi keveteranan bagi MENHANKAM/PANGAB.

{3}. BAMINVET dipimpin oleh Kepala BAMINVET, disingkat KABAMIN-
VET, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja ke-
pada MENHANKAM/PAMGAB; dalam pclaksanaan tugas sehari-hari
ia dikoordinasikan oleh KASDEP,

Pasal 33.
Pusat Pendidikan Djasmani ABRI

{1} Pusat Pendidikan Djasmani ABRI, disingkat PUSDJAS ABRI,
adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jung menje-
lenggarakan perumusan rentjanz dan program umun dibidang
pembinaan szerta menjelenggarakan pendidikan-pendidikan di-
bidang pendidikan djasmani ABRI.

(2}. Dalam rangka pelaksanazn tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
PUSDTAS ABRT

2. Menjelengparakan perumusan rentjana-rentjana termasuk
anggaran biajanja dan program pembinaan pendidikan djas-
mani ABEI;

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan pen-
didikan djasmani ABRT untuk mentjapai daja-guna jang
maksimal;

c. Menjediakan keterangan-keterangan teknis ilmiah bagi
MENHANKAM/PANGAE dibidang pendidikan djasmani ABRI;

d. Menjelenggarakan pendidikan dibidang pendidikan djas-
mani ABRI.

(2). PUSDWJAS .....

v nmpemdimni b i e e S
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PUSDIJAS AERI dipimpin oleh Kepala PUSDJAS ABRI, disingkat
KAPUSDJAS ABRI, jang bhertanggung djawab atas pelaksanaan
tugasnja kepada MENMNANKAM/PANGAB; dalam pelaksanaan tugas
sehari-harl ia dikoordinasikan oleh KASUM.

Pazal  54.
Pusat Sedjarah ABRI

Pusat Scdjarah BRBRI, disingkat PUSDJARAIl ABRY, adalah Ba-
dan Pelaksana Pusat HANKAM jang menjelenggarakan perumu-

san rentjana dan program umum Scria menjelenggarakan ke-

~glatan pembinzan dibidang Kesedjarahan HANKAM/ABRI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
PUSDJARAJL ABRT

a, Menjelenggarakan perumusan rentjana, termasuk anggaran

biaja dian program pembinaan kesedjarahan!:, HANKAM/ABRI;

b. Menjelenggarakan kcglatan pembinaan kesedjarahan  HAN-
KAM/ABRL;

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pembinaan ke-
sedjarahan HANKAM/ABRI untuk mendjamin pengarahannja
jang tepat.

d. Menjediakan ketcrangan-keterangan ilmiah dibidang kese-
djarah&n [TANKAM/ABRI bagi MENHANKAM/PANGAB.

PUSDJARAH dipimpin olch Kepala PUSDJARAH, disingkat KAPUS-
DJARAH, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGAB; dalam pelahsanadn tugas sehari-
hari ia difcordinasikan ocleh KASUM.

Pazal S5
Pusat Pembinaan Mental ABRI

Pusat Pembinsan Mental ABRI, disingkat PUSBINTAL ABRI, ada-
lah DBadan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM, jang menjeleng-

. garakan pendidikan dibidang pembinaan mental spirituil ABRI.

A |
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Dalam rangka pelaksanaan tugas terscbut ajat (1) Pasal
ini, PUSBINTAL ABRIL

4. Menjelengguarakan perumusan rentjana, termasuk znggaran
biajanja dan program-program dibidang pembinaan serta
pemeliharaan d4jiwa kepzadjuritan berdasarkan Pantja 5ila,

Sapta Marga dan Sumpah Pradjurit;

b. Mtnjelenggalakﬁn perhmusan rentjana termasck angvaran

biaja dan program dlbldang pemeliharaan rochani;

c. Mengkoerdinasikan dan mengawzsi kegiatan pembinaan men-

tal zerta pemelihargan rochani bagi ABRI;

d. Menjelenggarakan pendidikan dibidang pembinaan mental
spirvitull ABRI;

¢c. Menjediakan keterangan-keterangan 1lmiah dibidang men-
tal spirituil bagi MENHANEAM/PANGAR,

PUSBINTAL dipimpin oleh Kepala PUSBINTAL, disingkat KAPUS-
BINTAL, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGA:: dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
ia dikoordinasikan oleh KASUM, |

Pasal. 56.
Pusat Perlawanan dan Keamznan Rakjat

Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakjat, disingkat PUSWANKAM-

RA adalah Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM Fang menje-
lenggarakan perumusan rentjana dan program umunl serta  menje-
lenggarakan pendidikan dibidang pembinaan perlawanan dan ke-
amanan rak’at.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
PUSWANKAMRA, '

a. Menjelenggarakan perumusan rentjana termasu< anggaran bi-
ajanja can program dibidang pembinaan perlawanan dan ke-
amanan rakjat;

T
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b. menjelenggarakan pendidikan diblidang pembinaan perla-

wanan dan keamanan vakjat;

c. Menjediakan keterangan-keterangan teknis cibidang per-
lawanan dan keamanan rakjat bagi MENHANKAM/PANGAB.

PUSWAYKAMRA dipimpin Oleh Kepala PUSWANKAMRA, disingkat

KAPUSWANKAMRA jang bertanggung djawah atas pelaksanaan
tugasnja kepada MENHANEKAM/PANGAD; dalam pelaksanaan tugas

sghari-hari i1a dikeoordinasikan oleh KASUM.

Paszal 37,
Pusat FPenerangan

Pusat Penerangan, disingkat PUSPEN, adalah suatu Badan Pe-
laksana Fusat dalam DUPHANKAM jang membantu MENHANKAM/PANGAB
dalam hal-hal jang berhubungan dengan pcnjelenggaraan penc-
rangan kc¢luar dan penerangan kedalam, jang bersangkutan
dengan macalah-masalah HANKAMNAS dan Kekaryaan ABRI,

Dlalam rargka pelaksayﬁan tugas tersebut dalam ajat (1)
Fasal ini, PUSPEN menjiapkan rentjana-rentjana dan pro-

 gram-program penerangan dibidapg HANKAM dalam menundjang

rentjana-rentjana umum dan program-program DEPHANKAM, me-
lakeanaken koordinasi, supervisi serta memberikan petun-
djuk-petundjuk teknis kepada badan-badan pensrangan dalam
lingkungan DEPHANKAN,

PUSPEN dipimpin oleh Kepala PUSPEN, disingkat KAPUSPEN
jang'djuga bertindak sebagal Djurubitjara dan bertanggung-
djawab atas pelaksanaan tugasnja kepada MENHANKAM/ PANGAB ;
dalam pelaksanaan tugas schari-hari ia dikoordinasikan
oleh SDEP.
Pasal 38,
Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan HANKAM, disingkat DISHUB adalah suatu
Badan Pelaksana Pusat dalam DEPHANKAM jang mesnjelenggarakan
perentjanaan teknis sistim porhubungan dan pelaksanaan per-
hubungan komando HANKAM untuk membantu MENHANKAM/PANGAB da-
lam melaksanakan tugasnja jang terscbut dalam pasal 20.

U, T —
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Dalam vangka peiakﬁanaan tugas tersehbut dalam a‘at (1) Pasal
ini, DISHUB '

4. Menjelenggarakan percntjanzan dan pelaksanaan ﬁenginstala-
sian, pelajanan serta pemeliharaan sistim perhubungan anta-
ra Markas HANKAM dengan Markas Angkatan dan FOLRI, Markas-
markas KOTAMA QPSS dan:Instansi-instansifBadanwbadan lain-
nja jang dipandang perlu;

b. Mengatur ketertiban dan kelantjaran pelaksanaan sistim per-
hubungan jung tersebut dalam a. diatas; baik jang diseleng-
garakan dezngan unsur-unsur dan alat-azlat perhubungan orga-

nik maupua jéng diperbantukan kepadanja;

¢. Menjelenggarakan pusat pemberitaan, termasuk persandian ko-
mando HAWICARM;

d. Menjelenggarakan pemeliharaan terhadap.alat~alat perhubu-
ngan, baik alat-alat elektronika maupun alat-alat non-elek-
tronika, ‘ang ada padanja;

e. Memberikan bantuan terhadap penjelenggaraan sistim perhu-
bungan intern Staf HANKAM; '

DISHUB dipimpin oleh Kepala DISHUB, disingkat KALISIUB, Jang
bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja kepuda MENHANKAM/
PANGAB; dalam pelaksanaan tugasnja schari-hari ia dikoordina-
sikan oleh KASUM,

Pasal 59,
Komando Utama Cperasiconil HANKAM/ABRI

Komando Utama Operasionil HANEKAM/ABRT, disingkat KOTAMA 0OP3,
adalah kekuatan HANKAMNAS, jang disusun dalam kesatuin gabu-
ngan ABRI, jang bertugas menghalsukan, menggagalkan dan meng-
hantjurkan kekuatan perang musuh, baik dengan menggunakan pola
operasi pertananan jang bersifat defensif strategis atau ofen-

sif strategis maupun dengan pola operasi keamanan dalam negeri.

KOTAMA OPS dapat berbentuk gabungan paduan jang didasarkan
baik pada fungsi maupun pada wilajah atau gabungan chusus.

Fasal 50.. .....
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Pasal 60 .
Komando Strategl Nasional
(1), Kemando Strategi Nasional, disingkat KOSTRANAS, adalah KOTAMA
OPS gabungan jang merupakan kekuatan pemukul HANEKAM/ABRL untuk
menghadapi setiap antjaman serangan musuh pada setiap saat.

(2). Dalam melaksanakan tugas tcrsebut ajat (1) Pasal ini, KOSTRA-
NAS

a, Mengembangkan kemampuan dan kekuatan untuk meniadakan usaha-

usazha dan persiapan operasi musuh terhadap wilajzh Indenesia,

b. Mengembangkan kemampuan untuk menanggulangi gevakan-gerakan
musth di Laut dan di Udara sebelum musuh dapat memasukl
daerah wilajah kekuasaan Indonesia.

¢. Merentjanakan mempersiapkan dan melaksanakan operasgi-ope-

rasi militer terhadap musuh.

(3). a. Dalam keadaan tidak operasionil aktif KOSTRANAS berbentuk
kemando kerangka jang dipimpin oleh Xepala Staf KOSTRANAS
disingkat KASKOSTRANAS, jang bertanggung djawab atas pelak-
sanaan fugasnja kepada MENHAKKAM/PANGAD .

b. Dalam keadaan operasionil aktif jang akan ditentukan
aleh MENHANKAMKPANGAB; KOSTEANAS berbentuk Komande penuh
jang dipimpin oleh Panglinma KGSTRANﬁS,.disingkat PANGKOS-
TRANAS, jang bertanggung djawab atas pelaksanaan tugasnja
kepada MENHANKAM/PANGAE,

Tasal G61.
Komando Pertahanan Maritim Nasional

(1). Komando Pertahanan Maritim Nasional, disingkat KOHANMARNAS,
adalah KOTAMA OPS gabungan berdasarkan fungsi, jang bertugas
menghalaukan dan  menggagalkan  setiap  scrangan musuh -

. T
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dan menghantjurkan kesatuan-kesatuan musuh jang mengantjam
wilajah perairan teritorial Indonesia, sebelum musuh menje-
rang objek-objiek vital,

Dalam melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini, KOHAKN-
MARNAS '

a. Merentjanakan, mempersiapkan, mengembangkan kemampuan/
kekuatan dan melaksanakan operasi-operasi pertahanan na-

sional dalam wilajah perairan-teritorial Indonesia,

b, Mengembangkan kemampuan untulk mempertahankan objek vi-
tal dalam rangka pertahanan medan laut;

¢. Menjelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk pengamanan ke-
lantjaran hubunpgan Zazut,

KOHANMARNAS dipimpin oleh Panglima KONANMARNAS, disingkat
PANGKOHANMARNKAS, jang bertangsung djawab atas pelaksanazan
tugasnja kepada MENHANKAM/PAXNGAR.

Pazal 62.
Komande Pertahanan Udara Nasional

Komando Pertahanan Udara Nasional, disingkat KOHANUDNAS,
adalah KOTAMA OPS gabungan berdasarkan fungsi, jang ker-
tfugas menghalaukan dan menggagalkan servangan udara musuh,
dan menghantjurkan kesatuan-kesatuan udara jang mengantjan
wilajah Indonesia.

Dalam rangks melaksanakan tugas tersebut ajat (I} Pasal ini,
KOHANDDNAS

a. Mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kekuatan pertahanan
Kisional diudara untuk menanggulangi setiap matjam antja-
man bahaja dari udara,

L. Mercntjenakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengendali-
kan operasi-operasi pertahanan diudara.
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KQHANUDNAS dipimpin oleh Panglima KOHANUDNAS, disingkat
PANGKOHANUDNAS, jang bertanggung djawab atas pelaksana-
an tugasnja kepada MENHANKAM/PANGAE.

Pasal 63,

Komundo Wilajah Pertazhanan

Komando Wilajah Pertahanan, disingkat KOWILHAN, adaslah
KOTAMA OPS gabungan berdasarkan wilajah, jangz membina

dan mengendalikan semua kegiatan operasionil atas selu-
ruh potensi/kekuatan HANKAMNAS jang ada didalam wilajah

kompartimennja, sesua: dengan sistim HANEAM jang didasar-
kan atas HANKAMRATA.

Dalam melaksanakan tugas tersebut ajat (1) Pasal ini,
KOW I LHAN

a,

Merent janakan dan melaksanakan komando dan pengendalian
operasionil bidang HANKAM diwilajah kompartimennja;

. Merentjanakan dan menentukan kebutuhan personil dan

logistik untuk menundjang pelaksanaan tugasnja.

KOWILHAN dipimpin ole¢h Panglima KOWILIIAN, disingkat PANG-
KOWILHAN, jang bertanggung djawab atas pclaksanaan tugas-
nja kepada MENHANKAM/PANGAR.

B A B W
EERE Nl Bl B

Pasal 64.

Eetentuan Pelaksanaan

Pelaksanaan dari ketcentuan-ketentuan jang terdapat dalam
titik KEDUA Keputusan Presiden ini dilaksanakan setjara berta-

hap dan harus sudah berdjalan sepenuhnja pada tanggal 1 April

1574,

Pasal BEL. v '
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Nomor 7 79 Tahun 1965,
@ dof,

Pasal 65.
Loawil me = &k acsd m
ftal-hal jang berhubungan dengan perkembangan kéadaan
jang memerlukan pengaturan lebih landjut, azkan diatur de-

ngan keputusan tersendiri,

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku puda tanggal 5 Okto-
ber 18569, -

Ditetapkan ¢i Dijakarta,
pada tanggal 4 Okiober 1969,

PRESIDLN REPUBLIK INDONLESIA,
1td.

SOEHARTO
TNENDERAL TN
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PENGERTIAN ISTILAN-ISTILAH DALAM POKOK-POKOK
ORGANISASI DAN PROSEDUR DEPARTEMEN HANKAM .

FAKTOR~FAKTOR MANUSIA ("human factors"),

Faktor-faktor jang meliputi karakteristik mapusia {human
characteristics), baik fisik maupun psikologils,

FAKTOR-FAKTOR FISIK MATERIIL.

Faktor-faktor jJang meliputi personil, materiil, anggaran
belandja dan organisasi,

PEMBINAAN, B ;

Serala usaha, tindakan dan keglatan jang berhnbungan de-
ngan perentjanasn, penjusunan, pembangunan, pengembangan, penge
rahan, penggunsan serta pengendaliap segala ﬁesuutu setjara ber
daja-guna dan berhatsil-guna, pembinaan ini meliputi kegiatan -
kegiatan, melaksanakan atau menjelenggarakan pengsturan sasuatu
gupaja dapat dilakukan dan'dikerﬂjakan dengan baik, teriib, ter
atur, raplh dﬁn.seksama menurut rentjana program pelaksanaan
{dengan ketentuan, petundjuk, norma, sjarat, sistim dan metoda)
setjara effektief dan efficient mentjapai tudjuan dan mempero -
leh hateil jang diharapkan semakaimal mungkin,

FUNGSI,

Sekelompok pekerdjaan, kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha
jang satu sama laimmja ada hubungan erat untuk melaksanakan se--
gi~gegi tmgas pokok.

FUNGSI UTAMA.
Fungsi-fungsi dalam suatu organisasl jang mendjadi pokek
untuk menentuken batas-batas ruang lingkup dari organisasi itu,

FUNGSI OBGANIK.

Fungsai jang esemsiil vital jang bersifat menentukan ba
g1 kelangsungan hidup organisasi,

FUNGSI TEENIS,

Fungsi sebagal perintjian dari fungsi-fungsi organik jang
didasarkan kepada keachliazu,

TJARA PENDEEATAN KEAMANAN. ("Security approach®),

Suatu tjare pembahasan dan pemetjahan masalah untuk peleak
sapaan toegas-tugas dilibat dari sudut keamanan,
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9, SISTIM HANKAMRATA.

Sistim pertahanan dan Keamanan suafu negsra dengan meng-
gunakan seluruh potensi jang ada dapn atau dapat (iadakan jang
digelenggorakan setjara total baik jang meliputi subjek, objek
reupun metoda,

10. GPERAST DALAM ARTI LUAS.

Pekerdjaan, gerakan, tindakan, aksi jang dilakukan setia
ra figlk dan terpimpin terarah pada suatu tudjuan tertentu,baik
operasl maupun strategl,.

11, PENGOMANDOAN,

Wewenang/kekuasaan jang berdasarkan hukum diberikan kepa
da. seorang komandan untuk mengomandokan bhawahan terdasarkan kKp-
pangkatan atau penempatan,

12, PENGENDALIAN,

Kegiatan untuk menentukan hubungan antara soal-sgal jang
dirent janakan dengan hasil-bhasilnja guna mengambil tindakan-tin
dakan tepat jang diperlukan, berdasarkan rentjana,

153, APDMINISTRASI DALAM ARTI LUAS.

Semua pekerdjaan, keglatan dan usaha dalam lapangan pen-
binaan BHANKAMNAS jang tidak termasuk bidang strategi, operasi
dan taktik, serta kekaryaan tetapi langsung atau tidak 1angsuug
mompengaruhi operasl HANKAMNAS,

14, TINGEAT,

Tata susunan daripada djabatan ataupun badan didalam su-
atu strukiur organisasi, jang menundjukkan tingkatan ruang ling
kup tugas, wewenang dan tanggung djawab,

15, ESELON.

Bahaglan daripada suatu susunan organisasi dalam sebuah
rangkaisn tingkat jang diadakan dengan mengingat skan fungsi
Jang dilaksanakan berdasarkan perbedaan sirat ataupun pertimba-
ngan laip-lainnja. :

16. SUPERVISI-STAF,

Svatu proses kegiatan staf jang memungkinkan terlaksansnja

pengamatan, penllaian, dan pengendalian setjara langsung terhadap
badan, orang ataeu keglatan Jang dilaksanakan olehnja, gung di -
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arahkan kepada tertjapainja tudjuan/sasaran dalam rangka po-
laksanaan rentjana-kegiatan jang telah ditetapkan sabelumnja,

17. MENGELUARKAN PERINTAH.

18. BEKAL

Ponen ABRI, terutama bahan makanan, pakaian seragam dan tekstil,
baban bakar dan pelumas jang sifatnja umum, obalL-obatan dan per-

{a) Bagi Pedjabat jang mewiliki wewenang Komando @

suatu proses kegiatan dalam rangka pelaksanaan keputusan
daripads hal-hal maupun unsuvr-unsur jang telah dipertim-
bangkan berdasarkan kebidjaksanaannja, jang mengakibat -

kan didjalankannja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
perintah,

(b} Bagl Pedjabat jang tidak memiliki wewenang Komando :

suatu proses kegiatan jangz merupakan tindak-landjiutan
berdasarkan wewenang jang dilimpahkan, dalam rangka pe -
laksanaen keputusan Pedjabat memegang wewenang quando
atasannja, jang mengakibatkan didjalsnkannja kegiatan se
bagaimana dimaksud dalam perintah.

UMM,

Bekal jeng dapat dipergunakan/dikonsumer oleb semua kom-

lengzkapan uwmun rumah sakit,

19, KARJAWAN ABRI,

luar bidang HANKAM untuk wmendjalankan
baza/Instangl tersebut,

Anggauts ABRI, jang ditugaskan pada lembaga/instansi di-

20, EEKARJAAN ABRI,

Semua kegiatan ABRI sebagai kekuatan soaifnl diluar bidang

HANKAM dalam rangka ikut serta setjara aktif dalam Perdjuangan
Nasional zuna mentjapai tudjuan Nasional,

21. OPERASIONIL.

fiaik
dalam

Segale usaba, kegiatan dan tindakan jang dilakukan setjara

Jang terpimpin dam terarah pada suatu tudjuan tertentu,
hal ini tudjuan jang terletak pada bidang HANEAM,

22, QPERATIF,

administrasi dalam arti luas guna mentjapal dajas—guna dan hatsil.

Segala usaha, kegiatan dan tindakan pelaksanaan dibidang

guna jang maksimal,

tugas non-BANKAM pada Lem-

3
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25.
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PENGGALANGAN,

Meliputl semua usaha, pekerdjaan, keglatan dan tindakan,
Jang dilakukan setjaras berentjana dan terarah oleh sarana-sara
na Intelidjen untuk membuat, mentjiptakan dan/atau mengubah su-
atu kondisi, sehingga mentjapai suatu keadaan jang menguntung-
kan seaual dengan kehendak pihak atasan jang bherwenang gune wmen
dukung kebidjaksanaan jang ditempunh/akan ditempuh dan menghi -
langkan hambatan-hambatan.

INTEGRATIF-STRUKTURIL,

Menjelenggarakan pengemudian dan pengendalian dalam pe-
ngaturan terhadap Apgkatan-angkatan (AD, AL, AU dan POL R.I.)
dan Badan-badan HANKAM lainnja sedemikian rupa, sehingga ter-
wudjud tata hubungan struktur antara satu dengan lainnja jang
serasj.

KQORDINATIF - FUNGSIONIL.

Suatu penggabungen usaha-usahs dari Baden-badan Negara/
Mas jarakat, jang dikaremakan oleh fungsinjis masing-masing delam
bidang-bidang tertentu mempunjai interrelasi dan korelasi, se-
hingge dengan demikian dapat ditjapai hatsil jang makeimal.

Prakarta, 4 Okiober (964,
PRESIDEN REPURLIK INDONESLA,
tid.

DIENDERAT. T.N.T.




